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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Penghapusan Presidential Threshold dalam pasal 222 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan langkah konstitusional 

yang bertujuan memurnikan sistem presidensial Indonesia sesuai 

desain asli UUD 1945. MK memandang bahwa pengaturan ambang 

batas pencalonan presiden tidak memiliki dasar konstitusional, 

bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dan 

mengakibatkan pembatasan hak politik warga negara, khususnya 

hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be 

candidate). 

5.1.2 Putusan ini menandai pergeseran sikap MK dari doktrin open legal 

policy menuju perlindungan langsung terhadap hak konstitusional, 

dengan pendekatan judicial activism untuk mengoreksi praktik 

“parlementarisme terselubung” dalam sistem presidensial. Secara 

yuridis, MK menggunakan penafsiran tekstual, teleologis, dan 

sistematis terhadap Pasal 6A UUD 1945, serta mempertimbangkan 

faktor historis dan kontekstual yang menguatkan perlunya 

penghapusan threshold. 

5.1.3 Putusan ini tidak hanya menghapus norma pembatasan yang 

dinilai tidak proporsional, akan tetapi juga mengembalikan hak 

setiap partai peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden, memperluas pilihan rakyat, serta 

menguatkan legitimasi demokrasi langsung di Indonesia. 

5.2 Saran 

5.2.1 Potensi Fragmentasi Politik, dengan dihapuskannya presidential 

threshold, kemungkinan jumlah pasangan calon Presiden akan 

meningkat signifikan. Hal ini berpotensi memperumit proses 
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pemilu, meningkatkan biaya politik, dan memperbesar peluang 

polarisasi atau konflik horizontal. 

5.2.2 Ketiadaan Desain Alternatif yang Terintegrasi, Putusan MK 

memang menghapus pembatasan yang dianggap inkonstitusional, 

namun tidak diiringi rekomendasi instrumen lain untuk menjaga 

stabilitas pemerintahan dalam sistem multi partai. Tanpa 

reformasi lanjutan seperti ambang parlemen yang efektif atau 

penyederhanaan partai secara sistemik, risiko ketidakstabilan 

eksekutif-legislatif masih terbuka. 

5.2.3 Ketergantungan pada Kesiapan Infrastruktur Pemilu, Pemilihan 

langsung dengan banyak pasangan calon memerlukan kesiapan 

logistik, sistem penghitungan suara yang cepat, dan kapasitas 

manajemen konflik yang kuat. Tanpa kesiapan ini, tujuan 

memperluas demokrasi dapat terganggu oleh masalah teknis dan 

administratif. 

5.2.4 Minimnya Pengaturan Transisi, Putusan ini berlaku langsung dan 

mengikat, namun tidak mengatur mekanisme transisi bagi partai 

politik dan penyelenggara pemilu. Hal ini bisa memunculkan 

kebingungan teknis dalam penerapan pada pemilu berikutnya. 
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